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BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI BUTON,

bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
merupakan salah satu modal sosial yang dapat
dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan
sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan
pengembangan sesuai dengan karakteristik  dari
masyarakat adat;

bahwa lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk
berperanserta dalam pengembangan dan pelestarian adat
budaya di daerah yang merupakan bagian dari upaya
untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar
dari ketahanan nasional,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan
wajib pemerintah daerah adalah urusan dibidang
kebudayaan meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian
tradisi, dan pembinaan lembaga adat di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Buton tentang Lembaga Adat;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiamana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam
Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat
Istiadat dan Nilai Sosial Badaya Masyarakat;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah
Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

Menetapkan :

dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Buton.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Buton yang menyelenggarakan fungsi pembinaan organisasi
kemasyarakatan.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Buton yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
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. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang

terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang
berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam
kehidupan sehari-hari.

Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang
karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan
kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya yang
dibentuk pada masa Pemerintahan Kesultanan Buton.

Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara
adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang
bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab
yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-
kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar
keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan
terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya
masyarakat dapat berkembng mengikuti perubahan sosial,
budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik
buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia
dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama
manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam
memaknai hasil karya mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang
digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya
untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT
adalah surat vyang diterbitkan oleh Bupati yang
menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan
telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai
dengan tahapan dan persyaratan.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai

pedoman penataan lembaga adat di daerah.



(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk
menjaga eksistensi lembaga adat sebagai mitra pemerintah
daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan
program pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan
nilai sosial budaya masyarakat di daerah.

BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 3

(1) Lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan
atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat
hukum adat diluar susunan organisasi pemerintah.

(2) Lembaga Adat yang telah terdaftar pada pemerintah daerah dapat
menjadi mitra kerja pemerintah daerah dan/atau pemerintah
desa dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan
budaya daerah.

Pasal 4

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan
melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar
tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat
kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah serta
menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat
dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka
memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan
masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pemerintahan daerah, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan

c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta
obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau
pemuka adat dengan aparat pemerintah desa dan
permeirntah daerah.

BAB IV
HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6
(1) Lembaga adat berwenang:

a. mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan
masyarakat adat setempat;



